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ABSTRAK

Pembahasan dan pengkajian secara teoritis normatif mengenai penetapan status gratifikasi dalam sistem peradilan pidana Indonesia dimaksudkan untuk mencari solusi hukum atas fenomena-fenomena yuridis yang ditimbulkan oleh penetapan status tersebut.
Permasalahan yang ditampilkan dalam tesis ini, diantaranya: bagaimana penetapan status gratifikasi dalam sistem peradilan pidana Indonesia, bagaimana dampak penetapan gratifkasikasi dalam aspek ideologis,sosiologis dan ekonomis, bagaimana penetapan status dalam Kitab Hukum acara pidana dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bagaimana kebijakan formulasi penetapan status gratifikasi dalam menyongsong perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kajian ini menggunakan metode pendekatan hukum normatif dan dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis, menggunakan jenis data yang terarah pada penelitian data sekunder, mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan, media cetak, media elektronik serta memakai metode sistematis yang dianalisis secara kualitatif normatif.

Berdasarkan hasil kajian dapat diketahui bahwa penetapan status gratifikasi dilaksanakan oleh Komisi pemberantasan Korupsi (KPK) berdasarkan kewenangan atributif yang diatur dalam Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat ketidakpuasan atas penetapan status gratifikasi. Hal lain yang terjadi bahwa pada  pelaksanakan kewenangan tersebut Komisi Pemberantasan Korupsi berjalan sendiri tanpa melibatkan komponen sub sistem peradilan pidana yaitu lembaga peradilan. Praktek tersebut bertentangan dengan berbagai teori dan konsep sistem peradilan pidana, teori hukum stufenbeau, dan Konvensi Internasional terkait pemberantasan Tindak pidana Korupsi.  
Oleh karena masih ada kesenjangan norma hukum dalam praktek penetapan status gratifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi perlu direformulasikan secara jelas tentang proses penetapan status gratifikasi dengan meminta penetapan dari pengadilan.  
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian 
Membahas Sistem Peradilan Pidana tidak dapat dilepaskan dengan pembicaraan tentang sistem (system : Inggris) terlebih dahulu untuk memahami secara benar tentang Sistem Peradilan Pidana. Istilah “criminal justice system” atau Sistem Peradilan Pidana (SPP) kini telah menjadi suatu istilah yang menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan menggunakan dasar pendekatan sistem. 

Beberapa ahli merumuskan Sistem Peradilan Pidana secara berbeda-beda. Remington dan Ohlin mengemukakan bahwa Sistem Peradilan Pidana  sebagai suatu sistem terhadap mekanisme administrasi  peradilan pidana, dan peradilan pidana sebagai suatu sistem merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial. Sedangkan Hagan membedakan antara “criminal justice process” dan “criminal justice system”. Perbedaan pendapat secara terminologi tidak jauh berbeda dan mengarah kepada satu kesimpulan bahwa Sistem Peradilan Pidana merupakan suatu interaksi antara lembaga dan peraturan perundang-undangan sebagai suatu sistem yang saling berhubungan dan saling ketergantungan.

Packer menyatakan bahwa dalam proses penegakan hukum (Law Enforcement) maka dikenal dua model dalam Sistem Peradilan Pidana yaitu crime control model dan due process model. Dimana terdapat perbedaan pola diantara keduanya yaitu crime control model lebih kepada tindakan represif sedangkan due process model menekankan pada cara preventif.
 Negara Indonesia dalam prakteknya lebih menekankan pada pola pertama yaitu crime control model dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Acara Pidana (KUHAP) sebagai hukum formalnya. 

Berbicara tentang Sistem Peradilan Pidana sesuai dengan pendapat Mardjono maka tidak terlepas dengan adanya komponen atau lembaga sistem peradilan pidana yaitu ada empat komponen yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan. Ke-empat lembaga tersebut diharapkan bekerja sama dan dapat membentuk suatu “integrated criminal justice system”.
  Namun diluar itu terdapat lembaga penegak hukum yang khusus menangani Tindak Pidana Korupsi dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Komisi ini dibentuk karena lembaga lain seperti Kejaksaan dan Kepolisian dianggap kurang optimal dalam pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga penegak hukum tindak pidana korupsi tercantum dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. 
Pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi menyebutkan :

“KPK memiliki tugas antara lain melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi. Selanjutnya dalam pasal 13 dijelaskan bahwa upaya pencegahan meliputi : melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap laporan harta kekayaan penyelenggara negara, menerima laporan dan menetapkan status gratifikasi, menyelenggarakan  program pendidikan anti korupsi pada setiap jenjang pendidikan, merancang dan mendorong terlaksananya program sosialisasi pemberantasan tindak pidana korupsi, melakukan kampanye anti korupsi kepada masyarakat umum, dan melakukan kerjasama bilateral atau multilateral dalam pemberantasan tindak pidana korupsi”.

Korupsi di Indonesia sudah merupakan hal yang sistemik dan merupakan kejahatan luar biasa (extra ordinary crime). Hal tersebut terlihat dari aspek pelakunya yang sudah merata di segala bidang mulai dari kaum birokrat setingkat camat sampai menteri, kaum politikus dari anggota DPRD sampai DPR, bahkan sampai dilingkungan penegak hukum itu sendiri dari polisi, jaksa sampai hakim.Dari segi jumlah atau nilai korupsinya dari jumlah jutaan rupiah sampai pada jumlah trilyunan rupiah sudah pernah terjadi dan berhasil diseret ke persidangan. Aspek lain yang sangat memprihatinkan adalah belum adanya penurunan jumlah kasus korupsi bahkan cenderung mengalami peningkatan walaupun dengan modus operandi yang lebih canggih.
 Oleh karena itu  pula penanganannya harus dilakukan secara luar biasa.

Dari segala jenis bentuk korupsi maka yang cukup menarik adalah mengenai gratifikasi.Berdasarkan terminologi, gratifikasi menurut kamus hukum berasal dari Bahasa Belanda “gratificatie”, atau Bahasa Inggris “gratification” yang diartikan hadiah uang. Namun terdapat pengertian lain yaitu passire bribery,bribe taken, passisveomkoping.Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) gratifikasi diartikan pemberian uang kepada pegawai di luar gaji yang telah ditentukan.

Pengertian gratifikasi menurut hukum positif (iusconstitutum) di Indonesia diatur dalam penjelasan Pasal 12B Undang-UndangNomor20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-UndangNomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.Pengecualian, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Pasal 12 C ayat (1)  Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12B ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.Dari segi perumusan “gratifikasi” bukan merupakan jenis maupun kualifikasi tindak pidana.Namun yang dijadikan dapat dipidana perbuatan sesuai rumusan Pasal 12B ayat (2) bukan gratifikasinya akan tetapi perbuatan menerima gratifikasinya.

        Pasal 12B ayat (1) berbunyi :

“Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Yang nilainya Rp 10.000.000 (sepuluhjuta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi.

b. Yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.

        Pasal 12B ayat (2) berbunyi :

“Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah).
Sesuai kewenangan yang diberikan oleh undang-undang, KPK memiliki kewenangan menerima laporan dan menetapkan status gratifikasi. Salah satu peristiwa yang masih jelas dalam ingatan adalah permasalahan pemberian gitar salah satu musisi asing kepada Joko Widodo yang saat itu menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Pemberian tersebut pada akhirnya dinyatakan sebagai gratifikasioleh Komisi Pemberantasan Korupsi sesuai Pasal 17 ayat (3)Undang-Undang  Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yang berbunyi :

“Status kepemilikan gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi”.

Hal tersebut membuat Joko Widodo merasa sangat kecewa karena benda tersebut merupakan benda yang sangat berharga baginya.Mencermati hal tersebut diatas maka kekecewaan Joko Widodo merupakan salah satu ekspresi masyarakat atas kekurangpahaman masalah gratifikasi. Implikasi lain bahwa penetapan status gratifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum sesuai dengan asas praduga tak bersalah (presumption of innocence) sebagai asas yang terdapat dalam KUHAP dan tidak sesuai dengan Pasal  28G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945dan Pasal 28H ayat (4) tentang hak milik pribadi mengenai hak kebendaan.
Hak milik mempunyai asas “droit inviolable et sacre” yaitu hak yang tidak dapat diganggu gugat dan suci, tidak ada yang bisa dicabut kecuali kebutuhan publik dan dipastikan secara hukum dengan kondisi ganti rugi yang adil.

Undang-Undang Dasar  1945 Pasal 28G ayat (1)  menyebutkan :

“bahwa setiap orang berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum  yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

Pasal 28H ayat(4)  menyebutkan:

“bahwa setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang–wenang oleh siapapun”.
Hak milik telah diatur sejak dahulu yaitu melaluiDeclaration des Droits de l’ Homme et du Citoyen de 1789, Dalam dokumen deklarasi hak asasi manusia dan warga negara pada tahun 1789 di Perancis. Wakil rakyat Perancis yang diselenggarakan di Majelis Nasional melahirkan 17 pasal-pasal yang pada prinsipnya melahirkan perlindungan hak asasi manusia. PadaPasal 17 dijelaskan:

“La propriétéétantun droit inviolable etsacré, nul ne peutenêtreprivé, sicen'estlorsque la nécessitépublique, légalementconstatée, l'exigeévidemment, et sous la condition d'unejuste et préalableindemnité”

(Propertiadalahhakyang tidak bisa diganggugugatdansuci, tidakada yang bisadicabutkecualikebutuhanpublik, dipastikansecarahukum, jelasmemerlukanitu, dankondisigantirugi yang adil).

Berdasarkan data yang diperoleh bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi telah melakukan penanganan gratifikasi yang dilaporkan mulai dari penerimaan, pelaporan, klarifikasi, verifikasi sampai pada penetapan status gratifikasi sejak Januari 2012 sampai April 2012 berjumlah 115 laporan. Dari jumlah tersebut sebanyak 85 laporan telah ditetapkan dan sisanya sebayak 30 laporan masih dalam proses penetapan. Bahkan sejumlah barang yang telah ditetapkan menjadi milik negara telah dilakukan pelelangan dan  KPK memperoleh penerimaan pendapatan sebesar Rp 782,520.000 (tujuh ratus delapan puluh dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dicermati adanya permasalahan dalam penetapan status benda sebagai barang gratifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan prinsip dan asas hukum tentang hak milik terhadap suatu benda. Pada praktik yang diterapkan oleh KPK dalam menetapkan suatu barang sebagai gratifikasi berdasarkan Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 yaitu ditetapkan oleh surat ketetapan pimpinan KPK yang berarti tanpa melalui adanya putusan pengadilan. Di sisi lain hak asasi manusia dan hak kepemilikan benda yang diatur dalam hukum positif serta berlaku universal mensyaratkan adanya suatu putusan pengadilan. Menurut Mien Rukmini, hak-hak warga negara tidak ada artinya bilamana secara sewenang-wenang negara dapat (melalui aparatnya) menyita barang seorang warga negara. Hal tersebut merupakan praktik yang menyimpang dari ketentuan suatu negara hukum. 

Masalah penetapan suatu barang menjadi milik atau dirampas untuk negara telah diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang merupakan bentuk dari salah satu pidana tambahan. Hal tersebut diatur pada Pasal 10 butir (b) yang menyatakan pidana tambahan terdiri dari:

1. Pencabutan hak-hak tertentu;

2. Perampasan barang-barang tertentu;

3. Pengumuman putusan hakim.

Berdasarkan pasal tersebut perampasan dilakukan didasarkan atas putusan atau penetapan dari hakim pidana, terhadap barang-barang tertentu. Perampasan tersebut dilakukan secara limitatif sesuai dengan apa yang ditentukan oleh KUHP yaitu barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang disengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (1) KUHP.

B. Identifikasi Masalah 
        Dari pemaparan latar belakang yang terurai diatas, dapat penulis rumuskan permasalahan, sebagai berikut :

1. Bagaimanakah  penetapan status barang sebagai gratifikasi dalam sistem peradilan pidana Indonesia?
2. Bagaimanakah penetapan status barang yang  diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana  dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi ? 
3. Bagaimanakah reformulasi penetapan status barang sebagai gratifikasidalam menyongsong perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi ?
BAB II

METODE PENELITIAN
Bambang Sunggono menyatakan bahwa, “Metode berasal dari bahasaYunani, yaitu dari kata “methodos”, sehubungan dengan upaya ilmiah, maka metode menyangkut masalah kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan.”
Selanjutnya Van Peurson menterjemahkan pengertian metode secara harfiah, mula-mula metode diartikan sebagai suatu jalan yang harus ditempuh, menjadi : penyelidikan atau penelitian berlangsung menurut suatu rencana tertentu.Pendekatan suatu bidang pengetahuan dikatakan metodis apabila cara mempelajarinya dilakukan sesuai dengan rencana, bidang-bidangnya dikerjakan secara tertentu, menyusun berbagai temuan secara logis, dan menghasilkan sebanyak mungkin hubungan.

Secara Umum, metode penelitian dalam ilmu hukum disebut “penelitian hukum”. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum dilakukan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul, yaitu memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogianya atas isu yang diajukan. Preskripsi berarti apa yang diharuskan. Lebih lanjut Peter menyatakan bahwa penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menghadapi isu hukum yang dihadapi.

Dalam hubungannya dengan  penelitian tesis ini serta relevansinya dengan metode penelitian maka akan mencakup hal-hal seperti berikut:
1. Spesifikasi Penelitian
Dilihat dari spesifikasinya, penelitian tesis ini merupakan penelitian deskriptif analitis, yakni: “Suatu penelitian yang berusaha memberikan gambaran secara menyeluruh, mendalam, tentang suatu keadaan atau gejala yang diteliti.”

Oleh karena penelitian ini adalah penelitian dalam bidang ilmu hukum maka spesifikasi penelitian deskriptif analitis, adalah: “Berusaha menggambarkan masalah hukum, sistem hukum dan menganalisisnya sesuai dengan kebutuhan dari peneliti yang bersangkutan.”

Penelitian tesis ini tergolong spesifikasi penelitian deskriptif oleh karena hasil-hasil yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai penetapan barang gratifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia.

Berdasarkan gambaran yang diperoleh tersebut kemudian dikaji secara mendalam berdasarkan Hukum Acara Pidana Indonesia mengenai eksistensinya terhadap perkembangan hukum positif di Indonesia sehingga penelitian ini termasuk spesifikasi penelitian analitis.
2. Metode Pendekatan 
Penelitian tesis ini tergolong ke dalam penelitian hukum normatif, yaitu “Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka”.
 Menurut Arief Sidharta penelitian hukum adalah metode penelitian normatif yaitu metode dokrinal dengan optik preskriptif untuk secara hermeneutis menemukan kaidah hukum yang menentukan apa yang menjadi kewajiban dan hak yuridis subjek hukum dalam situasi kemasyarakatan tertentu.

Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, mengenai penelitian hukum normatif atau kepustakaan tersebut mencakup hal-hal, sebagai berikut:

a. Penelitian terhadap asas-asas hukum.
b. Penelitian terhadap sistematik hukum.
c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal.
d. Perbandingan hukum.
e. Sejarah hukum.

Terkait dengan klasifikasi tersebut di atas dalam relevansinya dengan penelitian tesis ini dengan pendekatan yuridis normatif, yakni menyangkut penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal suatu peraturan perundang-undangan yang tergolong bahan hukum primer, dengan meneliti beberapa peraturan perundang-undangan, seperti: Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. 

3.      Teknik Pengumpulan Data 
Upaya pengumpulan data dalam penulisan ini, penulis menggunakan dokumentasi, yaitu melakukan pencarian data dari sumbernya berupa dokumentasi, fakta dan catatan. Data yang diperlukan dalam penulisan ini dikumpulkan dengan cara studi dokumen atau studi kepustakaan, yang dilakukan untuk mengumpulkan dan menginventarisasi semua data kepustakaan atau data sekunder yang terkait dengan topik penelitian. 

Penelitian melakukan pengumpulan data dengan penelitian kepustakaan guna mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat-pendapat atau tulisan-tulisan para ahli atau pihak-pihak lain yang berwenang dan juga untuk memperoleh informasi, baik dalam bentuk-bentuk ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang ada.  

Penelitian hukum yang bersifat normatif, secara umum menggunakan jenis data yang terarah pada penelitian data sekunder.Di dalam penelitian hukum, data sekunder mencakup:

a.
Bahan hukum  primer, yaitu: bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari:

1) Norma (dasar) atau kaidah dasar, yaitu: Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
2) Peraturan Dasar, yaitu: Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.
3) Peraturan perundang-undangan.
4) Bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, seperti hukum adat.
5) Yurisprudensi.
6) Traktat.
b. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya.
c. Bahan hukum tertier, yakni: bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya, adalah: kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan seterusnya.

Dalam hubungan dengan penelitian hukum normatif, terkait dengan penelitian tesis ini, penulis memakai beberapa sumber bahan hukum, seperti:

a. Bahan hukum primer, berupa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penetapan barang gratifkasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia.
b. Bahan hukum sekunder, yakni memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Dalam penulisan ini penulis mempergunakan bahan hukum sekunder berupa buku-buku hukum (text book), karya tulis para ahli hukum yang dimuat di media massa maupun media elektronik yang menyangkut dan berhubungan dengan penetapan barang gratifkasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia.
c. Bahan hukum tertier, dalam hubungan penelitian ini menyangkut seperti: kamus atau ensiklopedia yang memberi batasan pengertian secara etimologi/arti kata atau secara gramatikal untuk istilah-istilah tertentu terutama yang terkait dengan komponen variabel judul dalam hal ini yakni terkait dengan istilah-istilah yang berkorelasi dengan penetapan status gratifkasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia.
BAB III
HASIL PENELITIAN
A.     Penetapan Status Barang Sebagai Gratifikasi  Dalam Sistem Peradilan  
Pidana Indonesia 



Penetapan status barang sebagai gratifikasi ditinjau berdasarkan sistem hukum menurut Lawrence Friedman  terdiri atas subtansi, struktur dan kultur atau budaya hukumnya. Ketiga komponen tersebut sangat berpengaruh dalam mengkaji penerapan kebijakan penetapan status barang sebagai gratifikasi di masyarakat saat ini. Masalah subtansi hukum penetapan status gratifikasi mencakup semua aturan, norma dan prilaku nyata yang mengatur penetapan status gratifikasi di Indonesia. Struktur hukum tentang penetapan status gratifikasi berarti mencakup institusi atau lembaga penegak hukum yang menetapkan status gratifikasi. Budaya hukum penetapan status gratifikasi mencakup sikap masyarakat terhadap penetapan status gratifikasi dan proses penetapan status tersebut dihadapkan pada kepercayaan, nilai, pemikiran dan harapannya. Berdasarkan uraian tersebut maka peneliti menggunakan ketiga komponen di atas untuk membahas penetapan status gratifikasi ditinjau dari sistem hukum.  




Ditinjau dalam aspek subtansi hukum penetapan status gratifikasi diatur dalam Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Secara normatif rumusan pasal tersebut berbunyi "Status kepemilikan gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi".  Rumusan tersebut dalam pelaksanaanya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dijalankan dengan mengeluarkan keputusan pimpinan untuk menetapkan status gratifikasi atas barang yang dinilai termasuk dalam kategori gratifikasi. 




Rumusan Pasal 17 ayat (3) di atas bertentangan dengan beberapa norma atau asas hukum yang berlaku dalam sistem hukum baik di Indonesia maupun dunia internasional. Penetapan status gratifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dengan menggunakan Pasal 17 ayat (3) sebagai dasar berarti menetapkan status barang tanpa melalui putusan pengadilan. Hal tersebut bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3),  Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan salah satu sumber hukum di Indonesia. 

               Rumusan  Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Hal tersebut terlihat dari rumusan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yaitu "bahwa negara Indonesia adalah negara hukum". Penetapan status gratifikasi pada prinsipnya adalah merampas suatu barang yang dikategorikan sebagai gratifikasi menjadi milik negara tanpa melalui putusan pengadilan. Perampasan barang yang tidak melalui putusan pengadilan adalah suatu perbuatan yang tidak berdasarkan hukum. Sehingga secara subtansi hukum, rumusan Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 bertentangan dengan norma hukum lain dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia.
B.     Penetapan Status Barang Dalam Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP) Dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
1. Penetapan Status Barang Dalam Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP). 

Kitab Hukum Acara Pidana merupakan bagian dari sistem hukum yang merupakan komponen subtansi (substance) yaitu aturan dan norma dalam beracara. Perampasan dan penyitaan suatu barang sebagai milik negara dalam Kitab Undang-Undang Hukum pidana (KUHAP) harus melalui penetapan pengadilan. Dalam penetapan status yang diatur dalam KUHAP dapat dikaji berdasarkan sistem hukum menurut Lawrence Friedman yaitu struktur (structure), Subtansi (substance) dan kultur hukum (legal culture). 

      Kajian struktur hukum penetapan status barang berdasarkan KUHAP melibatkan tiga lembaga atau intansi penegak hukum yaitu Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan. Fakta pada hasil penelitian mengungkapkan secara nyata proses penetapan status barang terlebih dahulu dimintakan persetujuan oleh penyidik Kepolisian dan Kejaksaan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Hal tersebut secara jelas dinyatakan dalam surat penetapan penyitaan Nomor : 104/Pen.Pid.Sus/TPK/2015/PN.Bdg sebagai berikut : "setelah membaca surat laporan / permohonan dari Badan Reserse Kriminal Polri Direktorat Tindak Pidana Korupsi". Sehingga dapat dinyatakan secara tegas bahwa penetapan status barang yang diatur dalam KUHAP secara struktur hukum melibatkan kordinasi dan kerjasama antara Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan. 

    Kajian subtansi hukum terhadap penetapan status barang menurut KUHAP didasarkan pada norma pada Pasal 38 yang mengharuskan adanya surat izin Ketua Pengadilan setempat. Dalam norma pasal tersebut secara jelas dan tegas mewajibkan adanya penetapan dari pengadilan untuk menetapkan status suatu barang. Secara subtansi KUHAP juga membatasi barang yang dapat disita hanya yang terkait dengan tindak pidana. Rumusan norma diatas memberikan gambaran bahwa terhadap penentuan status barang dalam KUHAP sangat dilindungi dan tidak boleh dilaksanakan secara sewenang-wenang. 


Kajian budaya hukum penetapan status barang menurut KUHAP dapat dianalisa berdasarkan sikap, pemikiran dan harapan masyarakat atas proses penetapan tersebut. Penetapan status barang yang dilakukan dengan meminta terlebih dahulu izin ketua pengadilan setempat menunjukkan adanya perlindungan terhadap hak milik seseorang. Jaminan perlindungan tersebut akan memberikan sikap, pemikiran dan harapan yang positif bagi warga negara yang barang miliknya telah ditetapkan statusnya oleh penegak hukum. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penetapan status barang menurut KUHAP dalam aspek kultur hukum lebih memberikan sikap, pemikiran dan harapan yang positif kepada masyarakat.   

C. Kebijakan Formulasi  Penetapan Status Gratifikasi Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia.
Menurut Barda Nawawi Arif, kebijakan hukum pidana dalam hal ini adalah kebijakan penanggulangan korupsi dengan sarana penal adalah bagian politikkriminal yang merupakan bagian integral dari politik sosial dengan tujuan akhir dari kebijakan kriminal adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai tujuan utama yaitu : happiness of citizens (kebahagian warga masyarakat), a whole and cultural living (kehidupan kultural yang sehat dan menyegarkan), social welfare (kesejahteraan masyarakat), or equality (keseimbangan). Hal tersebut sejalan dengan pendapat Soerjono Soekanto bahwa peraturan yang baik seharusnya berdasarkan pendekatan ideologis, yuridis dan sosiologis dalam masyarakat. 

Lebih lanjut dijelaskan oleh Bardawi Arief bahwa bukti nyata dari kebijakan pidana mencakup kebijakan memperbaharui substansi hukum (legal subtance) dalam rangka penegakan hukum. Dikaitkan dengan penetapan status gratifikasi maka perlu dilakukan pembaharuan subtansi hukum yang mengatur permasalahan tersebut yaitu Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002.  Bentuk lain dari pembaharuan yang dimaksud adalah peninjauan kembali (reorientasi dan reevaluasi) nilai -nilai sosio filofosi, sosio politik dan sosio kultural terhadap subtansi Pasal 17 ayat (3).   

Dikaji dalam bentuk formulasi rumusannya,  Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 berbunyi  penetapan status kepemilikan gratifikasi sebagaimana pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi. Pasal tersebut dalam pelaksanaannya dimaknai oleh Pimpinan Komisi pemberantasan Korupsi bahwa penetapan status gratifikasi dinyatakan melalui Surat Keputusan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (SK). Berdasarkan data yang diperoleh bahwa Surat Keputusan yang telah dikeluarkan oleh KPK terkait penetapan status gratifikasi adalah sebanyak 1.573 surat keputusan.
BAB IV
PENUTUP
A. Kesimpulan 

Penelitian ini merupakan bagian dari teori dan konsep tentang sistem peradilan pidana dengan fokus pembahasan terkait penetapan status gratifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Dalam mengkaji penetapan status gratifikasi digunakan berbagai teori dan konsep tentang sistem peradilan pidana, teori kewenangan, teori hierarkhi undang-undang (stufenbeau) dan kebijakan hukum pidana (penal policy). Berdasarkan hasil penelitian dengan berbagai kajian teoritik dan memperhatikan realitas dan berbagai aspek baik sosial maupun budaya masyarakat, maka peneliti memberikan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Penetapan status gratifikasi merupakan kewenangan secara atributif yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Kewenangan tersebut secara yuridis normatif terdapat dalam Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi status kepemilikan gratifkasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi. Sejak berdiri, KPK telah mengeluarkan 1573 surat keputusan (SK) penetapan status gratifikasi yang dalam pelaksanaannya dibawah pengendalian Direktorat gratifikasi KPK. Penetapan status gratifikasi dilaksanakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi secara mandiri dan tidak melibatkan komponen sistem peradilan pidana yaitu pengadilan. Langkah tersebut   bertentangan dengan  teori dan konsep sistem peradilan pidana di Indonesia yang mengahruskan adanya kerja sama dan koordinasi antar komponen sub sistem atau dikenal sebagai integrated criminal justice system. Oleh karena itu perlu dilakukan pembenahan dalam proses penetapan status gratifikasi dengan melibatkan komponen sub sistem lain yaitu lembaga peradilan.
Gratifikasi dalam kehidupan sehari-hari seringkali bersinggungan dengan realitas berupa aspek sosial dan budayamasyarakat. Dalam aspek agama, bahwa pemberian hadiah yang berkaitan dengan  kegiatan dan perayaan agama dianggap wajar dan dianjurkan dalam konteks saling membantu dan mempererat hubungan. Aspek sosiologis memandang pemberian hadiah dalam konteks adat istiadat dan perayaan budaya juga dianggap  sesuatu yang wajar dan telah mengakar dalam sistem sosial masyarakat. Demikian pula dalam aspek ekonomis yaitu dunia bisnis yang menganggap pemberian komisi adalah hal yang wajar dan sah. Namun dalam penetapan status gratifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi belum secara nyata dan jelas memperhatikan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat seperti aspek agama, sosial dan budaya. Hal tersebut dapat dilihat dari pertimbangan yang menjadi dasar ditetapkannya status gratifikasi barang yang jika dicermati sangat erat terkait dengan aspek agama, sosial dan budaya.

2. Penetapan status suatu barang dalam kajian Kitab Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi mengharuskan adanya putusan dan penetapan pengadilan. Proses penetapan status barang dalam dua peraturan tersebut secara tegas diatur dalam ketentuan pasal-pasalnya. Penetapan status dengan putusan dan penetapan pengadilan mencerminkan adanya bentuk koordinasi dan kerja sama antar sub komponen dalam sistem peradilan pidana yaitu Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan. Hal tersebut dapat dijadikan landasan bagi Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menetapkan status gratifikasi.

3. Kebijakan formulasi terhadap rumusan Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi perlu dilakukan sebagai bentuk pembaharuan hukum. Hal tersebut didasari berbagai kajian teoritik atas bunyi Pasal 17 ayat (3) yang tidak sesuai dengan teori sistem peradilan pidana, teori stufenbeau, dan konvensi internasional tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.   

B SARAN
         Berdasarkan rumusan kesimpulan diatas, peneliti memberikan beberapa rekomendasi sebagai bahan kajian dalam mengatasi permasalahan hukum terkait  penetetapan status gratifikasi. Adapun saran tersebut yaitu :

1. Melakukan reformulasi bunyi Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yang berbunyi "penetapan status kepemilikan gratifikasi sebagaimana pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi". Dilakukan perubahan menjadi berbunyi " penetapan status kepemilikan gratifikasi sebagaimana pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dengan meminta persetujuan ketua pengadilan". 
2. Penetapan status barang menurut Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak piadan korupsi dapat dijadikan dasar hukum diberlakukannya penetapan status barang sebagai gratifikasi oleh KPK. Hal tersebut menjadi rujukan dalam pembaharuan hukum terkait penetapan status gratifikasi dengan melibatkan subsistem pengadilan. 

3. Melakukan reformulasi atas defenisi gratifikasi dengan memberikan batasan pemaknaan pemberian hadiah dan komisi dalam konteks agama, sosial dan budaya bukan merupakan gratifikasi. Perubahan pemaknaan gratifikasi sesuai Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. 
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